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PUTUSAN
Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Bgi
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
Selanjutnya disebut Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat,

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juli 2021 yang
telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 08 Juli

2021 dalam register perkara Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Bgi, mengajukan hal-

hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2007, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX, Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 59/01/v/2007,
tertanggal 01 Mei 2007,

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan terakhir
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Penggugat masih tetap tinggal bersama orang tua Penggugat di xxxx
XXXXXXXXX dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal
bersama orang tua Tergugat di XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan telah dikaruniai seorang
anak bernama Xxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 26 Agustus 2007 dan anak
tersebut sampai daat ini masih tetap dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi
sejak tahun 2016 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat
sudah menikah dengan wanita lain secara sirih tanpa sepengetahuan
Penggugat namun Penggugat masih tetap bertahan dan bersabar demi
mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Maret 2021 dimana berdasarkan dengan poin 5 (lima)
diatas sehingga Penggugat agak merasa kecewa ditambah lagi dengan
kerana faktor ekonomi dimana Tergugat sudah tidak memberikan uang
kepada Penggugat dan Tergugat sering mengungkit-ngungkit sesuatu yang
pernah diberikan kepada Penggugat dan pada saat itu juga Penggugat
dalam keadaan sakit dimana Tergugat tidak lagi memperdulikan kondisi
Penggugat dan itu terjadi selama 4 (empat) bula sehingga Penggugat
merasa kecewa dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

6. Bahwa selama kejadian tersebut tidak ada upaya dari Penggugat dan
Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat
dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan dan
Tergugat saat ini sudah tinggal bersama orang tua Tergugat dan Penggugat
masih tetap tinggal bersama orang tua Penggugat sampai sekarang;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk
mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
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9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Banggai Cg. Majelis Hakim untuk menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah

datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan

perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak
mengajukan jawaban, akan tetapi karena pokok perkara adalah perceraian,
maka Penggugat tetap dibebani dengan wajib bukti, untuk itu Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Tinangkung,

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX, Nomor 59/01/V/2007 tertanggal 01 Mei

2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
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dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di
nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf
Hakim;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

XXXXXXX  XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
karena saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikabh;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxx selama kurang lebih 14
(empat belas) tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun 2016;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak punya
penghasilan yang tetap dan masih bergantung pada orangtua
Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat dan mendengar sendiri,
tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut saat saksi berkunjung ke rumah orangtua saksi di Xxxxx
XXXXXXXXX;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sudah 2 (dua)
kali berhubungan kasih dengan perempuan lain bahkan yang terakhir ini
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Tergugat sudah menikah siri dan telah mempunyai anak dari perempuan
lain tersebut;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3
(tiga) kali;

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak
sebelum bulan puasa atau sekitar bulan Maret 2021 sampai sekarang;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 4 (empat) bulan;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat
juga kembali ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi untuk memperbaiki keadaan rumahtangganya;

- Bahwa selamapisah Penggugat tidak pernah pergi menemui Tergugat
begitupun sebalikndan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk
Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memperdulikan lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX

XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
Ipar Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,
karena saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan telah
dikaruniai seorang anak laki-laki;

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di xxxx xxXxxxxxxx selama kurang lebih 14
(empat belas) tahun;
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- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 sampai sekarang
inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi
perselisihan danpertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat sudah 2 (dua) kali berhubungan kasih dengan
perempuan lain bahkan yang terakhir ini Tergugat sudah menikah siri
dan telah mempunyai anak dari perempuan lain tersebut;

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi mendengar sendiri dari cerita
Penggugat, tentang peristiwa perselisihandan pertengkaran Penggugat
dan Tergugat tersebut;

- Bahwa Sebab lainnya saksi tidak ketahui;

- Bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Penggugat
menceritakan sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan
Maret 2021 sampai sekarang sudahberjalan 4 (empat) bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat
sudah tinggal bersama perempuan lain;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi untuk memperbaiki keadaan rumahtangganya;

- Bahwa selamapisah Penggugat tidak pernah pergi menemui Tergugat
begitupun sebalikndan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk
Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memperdulikan lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak
berhasil, karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat
menerima dan membenarkannya, dan menyatakan cukup dengan bukti yang

telah diajukan;
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Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan
menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk
berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari
dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir
sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil
Tergugat secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran
Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa
Tergugat tidak hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat
(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud
bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2016
disebabkan karena Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain akibat
dari perselishan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah
rumah sejak akhirnya sejak bulan Maret tahun 2021, hingga sekarang,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya
pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya
perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada
harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
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Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam
persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil
gugatan Penggugat yang dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung
mengakui dalil-dalil Penggugat, bahwa perkara perceraian termasuk hukum
perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat
khusus, maka berdasarkan azas lex specialis derogat lex generalis, dalam hal
mana bila perceraian didasarkan atas alasan telah terjadinya perselisihan dan
pertengkaran, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu
perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat dengan pihak
berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan
gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa hubungan
hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar diajukannya
perceraian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang
merupakan akta autentik, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya
perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang
berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya,
sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor
13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga akta tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil bukti tertulis yang nilai pembuktiannya bersifat
sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan
yang sah.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan
Penggugat memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan
hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam
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persidangan, sehingga dalil-dalil gugatan Pengguggat tidak dapat di bantah
oleh Tergugat, oleh karena dengan ketidakhadirannya tersebut secara tidak
langsung dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Pengguggat, maka Hakim
menilai bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan masih
harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan
orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam kesaksiannya di bawah
sumpah telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam berita acara sidang
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara
perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum,
karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak
luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta Putusan
MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "Dalam gugat cerai atas
alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah
tangga dapat didengar sebagai saksi”.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua keterangannya
tersebut saling bersesuaian satu sama lain, meskipun keterangan tersebut
sebagian sifatnya berdiri sendiri, namun kesemuanya mendukung dan
meneguhkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana R.Bg., Pasal 307.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah bersesuaian dan
mendukung dalil gugatan Pengugat diantaranya adalah upaya damai yang tidak
berhasil, serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, serta
selama pisah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling mengunjungi lagi
antara Penggugat dan Tergugat, begitu juga sudah tidak ada lagi nafkah dari
Tergugat kepada Ppenggugat, karena telah didukung dengan dua saksi maka
bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud

Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., jo., Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1908
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KUHPerdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian

tersebut dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Majelis
Hakim medapatkan keterangan dari dua orang saksi Penggugat mengenai
meteri keteranganya perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
Hanya saksi pertama saja yang melihat sedangkan saksi ke dua tidak pernah
melihat secara langsung perselisihan de auditu, maka bukti Penggugat dalam
hal pertengkaran hanya didukung dengan satu alat bukti. Bila dihubungkan
dengan bukti permulaan yakni pengakuan tidak secara langsung terhadap dalil
gugatan, maka bukti Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian,
telah cukup untuk menguatkan dalil Penggugat, karena telah didukung dengan
bukti yang cukup maka dalil tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut
dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil
ada kesamaan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum
mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak.

3. Bahwa sejak 2016 sampai sekarang rumah tangga sudah tidak rukun lagi
sering terjadi perselisihan terus menerus;

4. Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat Tergugat telah menikah sirri dengan
perempuan lain;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhirnya sejak , bulan Maret
tahun 2021, hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sampai sekarang;

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi
dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah.

7. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah

pihak;
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Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres
Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah:
“Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang
harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya
perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri
terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang
terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara
suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Majelis
Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan
bukti-bukti yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”,
sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi
lagi, akan tetapi Majelis Hakim memandang pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri
pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling
mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran
antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
merupakan bentuk kelanjutan atau kontinyuitas dari perselisihan dan
pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus
menerus” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
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dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua,
dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak
berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat
dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang
dilakukan Majelis Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan
bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah
sedemikian rupa (broken marriage), yang sulit terwujutnya tujuan perkawinan
seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan
Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah
tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal
sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni
rumah tangga yang sakiinah, mawaddah wa rahmah, oleh sebab itu unsur yang
kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh
karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
karena menolak kemudharatan (mafasid) adalah lebih utama dari pada
mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu terhadap perkara ini telah dapat
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dijatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan
Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh
Mejelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai
berikut:
A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalag halaman 121 yang berbunyi:
Sl ata clla 13 Y1 As o 0 e aady Al ey D aldl) e (33U L
Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan
dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut
menggugat/memintanya.
B. Dalil yang berbunyi:

adlls LUl ade 5&%3)']2;3)‘1!@”;;;151 1) ¢

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,
maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri
tersebut;

c. Dalil yang berbunyi:

:JL...:AM »._1.125 g_lr. r:..‘.iq uliall g )4

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar
dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan
tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu
pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan
kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang
tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa
mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus
1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi
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unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan
demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 2 cukup beralasan dan tidak
melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai
adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat
adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan
perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam
titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu
rupiah ).

Demikian putusan ini di dijatuhkan di Banggai pada hari Kamis, tanggal
15 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh
Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai yang terdiri dari Mohammad Mahin
Ridlo Afifi, S.H.l., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua
Pengadilan Agama Banggai Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Bgi tanggal 08 Juli
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2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Saleh, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa

hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.l., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.l.
Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 700.000,-
4  Biaya PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 845.000,-

Terbilang : (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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